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Responsivitas Gender Kebijakan Penyuluhan 

Pertanian di Kabupaten Bogor 

_ 

 
Isu Kunci 

1) Kebijakan penyuluhan pertanian yang responsif gender menjadi salah satu kunci dari upaya 

mewujudkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs. 

2) Hasil-hasil penelitian menunjukkan masih minimnya akses petani perempuan terhadap lahan, 

pelatihan, teknologi, dan pasar. 

3) Belum banyak kajian tentang diskriminasi di kalangan penyuluh perempuan. 

4) Penelitian ini menekankan pentingnya komitmen dan kebijakan lembaga untuk mendorong 

terwujudnya penyuluhan yang responsif gender 

 

Ringkasan 

Kesetaraan gender dalam penyuluhan pertanian adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan 
kesejahteraan petani, termasuk di Kabupaten Bogor. Meskipun perempuan memegang peran penting dalam 
sektor pertanian, mereka sering kali diabaikan dalam program penyuluhan, pelatihan, dan akses teknologi.  
Kondisi ini  antara lain disebabkan oleh hambatan budaya, stereotip gender, dan kebijakan yang tidak sensitif 
gender. Untuk itu, policy brief ini mengkaji peran lembaga dalam mendorong terwujudnya kesetaraan gender 
dalam kebijakan penyuluhan bagi ujung tombak pelaksana kegiatan tersebut, yakni para penyuluh.  Pemberian 
akses yang lebih besar bagi penyuluh perempuan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan yang 
didukung oleh pelibatan yang lebih besar bagi para petani perempuan, diyakini menjadi solusi guna 
mewujudkan kebijakan penyuluhan yang lebih setara gender. Kondisi ini didukung oleh pewajiban bagi 
penyuluh dan staf bagian lainnya untuk membiasakan membuat pendataan secara terpilah gender. Dengan 
data ini, akan dapat diketahui permasalahan dan kebutuhan masing-masing gender, sehingga dapat dibuat 
program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran. Upaya untuk memenuhi komitmen kesetaraan gender bagi 
penyuluh dan petani perempuan ini tidak saja memenuhi hak mereka, melainkan juga dapat meningkatkan 
produktivitas mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kata kunci: kesetaraan, penyuluh, perempuan, responsivitas gender 
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Pendahuluan 

Salah satu upaya mewujudkan kesetaraan 
gender sebagaimana disebutkan dalam Sustainable 
Development Goals (SDG’s) adalah melalui kebijakan 
dan program yang responsif gender. Di Indonesia, 
komitmen ini telah diberlakukan sejak ditetapkannya  
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional (PUG) dan hingga saat ini masih menjadi 
panduan kerja Pemerintah. PUG adalah Strategi yang 
dilakukan secara rasional dan sistematis untuk 
mencapai dan mewujudkan kesetaraan serta keadilan 
gender melalui kebijakan dan program pembangunan.  
Tujuannya adalah: (1) Mencapai kesetaraan gender: 
memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan 
perempuan dalam berbagai sektor, (2) Mengurangi 
kesenjangan: mempersempit disparitas gender dalam 
akses terhadap sumber daya, peluang, dan manfaat 
pembangunan, dan (3)  Meningkatkan efisiensi 
pembangunan: melibatkan semua pihak untuk 
meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan. 
Implementasinya adalah berupa adanya: (1)   
penyusunan anggaran yang responsif gender (Gender 
Responsive Budgeting), (2)   penyediaan data terpilah 
berdasarkan gender untuk perencanaan 
pembangunan, serta (3)  penyusunan indikator 
keberhasilan yang sensitif gender.  

Strategi tersebut berlaku  di semua bidang 
pembangunan, termasuk pertanian di mana ujung 
tombaknya adalah kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini 
perlu berperspektif gender (dengan kata lain perlu 
responsif gender) setidaknya karena lima hal. 
Pertama, populasi petani tidak hanya laki-laki, 
melainkan juga perempuan. Data Sensus Pertanian 
tahun 2018 menyebutkan jumlah petani perempuan 
adalah   8.051.328 atau sekitar 24,04 persen dari total 
petani Indonesia. Angka ini hampir mencapai 
seperempat penduduk Indonesia yang berprofesi 
sebagai petani. Untuk itulah, kebutuhan dan 
permasalahan mereka juga perlu diperhatikan.  

Kedua, meskipun jumlahnya banyak, akan 
tetapi petani perempuan sering menghadapi 
hambatan dalam mengakses sumber daya seperti 
lahan, kredit, teknologi, pelatihan, dan pasar (Nchanji 
et al. 2023; Kantor et al. 2015). Ketiga, dengan 
memahami peran perempuan dalam pertanian, 
penyuluhan dapat dirancang untuk lebih inklusif dan 
efektif sehingga dapat meningkatkan partisipasi 
mereka (Meinzen-Dick et al. 2014). Dengan demikian, 
kegiatan ini dapat memberdayakan perempuan untuk 
meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan 

pangan keluarga. Penelitian menunjukkan 
bahwa pelatihan yang melibatkan anggota 
rumah tangga perempuan dan laki-laki secara 
bersamaan dapat meningkatkan hasil produksi, 
seperti yang terlihat dalam proyek 
pengembangan susu di Mozambik (Doss 2017).  

Keempat, pendekatan berbasis gender 
tidak hanya memperhatikan keadilan sosial, 
melainkan juga berkontribusi pada 
keberlanjutan jangka panjang dengan 
mengoptimalkan potensi seluruh anggota 
masyarakat. Dengan kata lain, perspektif gender 
dalam penyuluhan akan mendorong 
keberlanjutan pembangunan pedesaan 
(Farnworth dan Colverson,  2015). Kelima, 
perspektif gender memungkinkan penyuluhan 
mendukung keseimbangan peran antara 
perempuan dan laki-laki dalam keluarga, yang 
berdampak pada ketahanan keluarga dan 
ketahanan sosial. Artinya, ketahanan keluarga 
petani akan menjadi makin kuat  (Akter et al. 
2017). 

Melalui kajian dari perspektif petani, 
beberapa kajian tentang responsivitas gender 
pada kegiatan penyuluhan umumnya 
menyimpulkan bahwa masih ada ketidakadilan 
gender atau diskriminasi gender terhadap petani 
perempuan (Lahai, 1999; Indraningsih,  2011; 
Krisnawati et al.  2013; Ikonny 2017; Ardita et al. 
2017; Khairunnisa 2021; Ali et al. 2018). Adapun 
kajian  yang menggunakan perspektif penyuluh 
sebagai sumber datanya relatif masih terbatas 
(misalnya Lahai et al. 2000; Hayati et al. 2024). 
Padahal, penyuluh pertanian berperan penting 
dalam meningkatkan produktivitas dan 
kesejahteraan petani. Di samping  melaksanakan 
kegiatan penyuluhan pertanian, mereka juga 
bertugas menyebarkan informasi pertanian 
melalui berbagai metode, menumbuhkan dan 
mengembangkan kelompok tani (Poktan) serta  
mendampingi petani dalam mengadopsi 
teknologi baru, mengakses pasar, sarana, 
prasarana, dan pembiayaan, serta meningkatkan 

skala usaha tani. Mereka  juga berperan penting 
dalam  menjaga ketahanan pangan.  

Kabupaten Bogor memiliki lahan 
pertanian yang cukup luas.  Data Dinas Tanaman 
Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor 
(BPS Kabupaten Bogor 2019) menyebutkan 
bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Bogor 
adalah 36.355,2 ha. Dari sebanyak 189.979 
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rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Bogor, 
sebagian besarnya (69,97 persen atau 132.927 rumah 
tangga hanya memiliki luas lahan di bawah 10.000 m2 
dan bahkan mayoritasnya (43,73 persen) hanya 
memiliki luas lahan kurang dari 1.000 m2 (BPS 
Kabupaten Bogor 2023). 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian 
ini bertujuan mengkaji responsivitas kebijakan 
penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor menurut 
persepsi penyuluh (laki-laki dan perempuan). Melalui 
kajian ini diharapkan dapat dirancang kebijakan 
penyuluhan pertanian sesuai dengan permasalahan 
dan kebutuhan penyuluh baik laki-laki maupun 
perempuan. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan 
produktivitas petani, baik laki-laki maupun 
perempuan. 

Responsivitas Gender Kebijakan 

Penyuluhan 

Responsivitas Gender kebijakan penyuluhan 
dilihat dari: (1)  kesesuaian dan kemanfaatan materi 
penyuluhan bagi petani perempuan dan laki-laki serta 
bagi petani tidak mampu. (2) kemudahan mengikuti 
pelatihan dan pendidikan lanjutan, (3) ketersediaan 
data terpilah gender, serta (4) dukungan dari Dinas 
bagi perempuan untuk lebih terlibat dalam kegiatan 
penyuluhan. 

Kesesuaian materi penyuluhan bagi petani 
perempuan dan laki-laki 

Baik bagi responden laki-laki maupun 
perempuan, materi penyuluhan dianggap telah 
sesuai dengan kebutuhan petani perempuan dan 
bahkan sangat sesuai bagi petani laki-laki. 
Menurut sebagian besar responden perempuan, 
materi tersebut juga sudah bermanfaat bagi 
petani laki-laki dan bahkan dianggap sudah 
sangat bermanfaat menurut sebagian besar 
responden laki-laki. Namun demikian,  
kemanfaatannya masih belum terlalu besar bagi 
petani perempuan (Tabel 1). 

Tabel 1 menunjukkan adanya 
kesenjangan gender dalam kebijakan penyuluhan 
pertanian untuk kedua aspek yang dikaji. Pada 
indikator kesesuaian materi penyuluhan menurut 
responden laki-laki, tingkat kesesuaiannya lebih 
besar bagi petani laki-laki (53,4 persen) 
dibandingkan bagi petani perempuan (51,7 
persen. Bahkan terdapat 1,7 persen responden 
laki-laki yang menganggap materinya kurang 
sesuai bagi petani perempuan. Demikian halnya 
di kalangan responden perempuan,  materinya 
dianggap lebih sesuai bagi petani laki-laki (46,7 
persen) dibandingkan untuk petani perempuan 
(43,3). Bahkan persentase ketidaksesuaian materi 
bagi petani perempuan lebih tinggi, yakni 3,3 
persen. Kondisi ini mengindikasikan perlunya 
penyesuaian materi penyuluhan agar lebih 
relevan dengan permasalahan dan kebutuhan 
perempuan di sektor pertanian. 

 
Tabel 1  Persentase Kesesuaian dan kemanfaatan materi penyuluhan bagi petani laki-laki dan perempuan 

              Uraian 
Responden Laki-laki Responden Perempuan 

Kesesuaian materi SS S KS SS S KS 

- bagi petani laki-laki  31,7 21,7 - 26,7 20,0 - 

- bagi petani perempuan 20 31.7 1.7 25 18.3 3.3 

       

Kemanfaatan materi SB B KB SB B KB 

- bagi petani laki-laki 35 18.3 - 16.7 28.3 1.7 

- bagi petani perempuan 25 23.3 5 18.3 25 3.3 

Sumber: diolah dari data sekunder 
Keterangan: 
SS: sangat sesuai   S: sesuai    KS: kurang sesuai    SB: sangat bermanfaat   B: bermanfaat    KBL kurang bermanfaat 
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Kemudahan mengikuti pelatihan dan pendidikan 
lanjutan 

Dalam hal kemudahan mengikuti pelatihan 
dalam rangka meningkatkan kompetensi penyuluh, 
kebanyakan responden (naik laki-laki maupun 
perempuan) menganggap bahwa semua penyuluh 
(laki-laki maupun perempuan) mudah dan bahkan 
sangat mudah mendapatkan kesempatan tersebut 
di mana pada responden perempuan, 
persentasenya lebih kecil.  Namun demikian, ada 
juga responden  laki-laki dan perempuan yang 
menganggap penyuluh laki-laki masih kurang 
mendapatkan kesempatan tersebut. Akan tetapi, 
dibandingkan dengan penyuluh laki-laki, lebih 
banyak responden perempuan  yang mengatakan 
kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan bagi 
penyuluh perempuan dibandingkan dengan 
penyuluh  laki-laki, yakni 6,7 persen berbanding 3,3 
persen. Hal ini menunjukkan lebih banyak 
perempuan yang merasakan adanya pembedaan 
kesempatan untuk mengikuti pelatihan.  

Sementara itu, dalam hal mengikuti 
pendidikan lanjutan, pada umumnya semua 
responden (laki-laki dan perempuan) menganggap 
mereka memiliki kesempatan tersebut. Beberapa 
responden laki-laki (15 persen) bahkan 
menganggap kesempatannya sangat mudah 
didapat oleh penyuluh laki-laki. Namun demikian, 
ada juga beberapa responden perempuan yang 
mengatakan kesempatan tersebut kurang dan 

bahkan tidak mudah didapat, terutama bagi 
penyuluh perempuan (Gambar 1).   

Hasil di atas menunjukkan masih adanya 
perbedaan kesempatan bagi penyuluh perempuan, 
baik untuk mengikuti pelatihan maupun pendidikan 
lanjutan. Padahal, hasil penelitian Hayati dkk., 
(2024) terhadap penyuluh pada usahatani jagung  
menunjukkan dan menguatkan bahwa peranan 
penyuluhan pertanian (termasuk perempuan) 
dapat menentukan tingkat kemampuan perempuan 
secara teknis pada usahatani jagung di Kecamatan 
Pujut Lombok Tengah. Hasil penelitian tersebut juga 
menunjukkan belum optimalnya  kompetensi teknis 
penyuluh perempuan, yang berarti kemampuan 
mereka membantu petani jagung belum optimal. 
Hal ini menunjukkan belum efektifnya penyuluhan 
mereka. Namun demikian, belum dikaji bagaimana 
dampak kondisi ini terhadap produktivitas petani 
perempuan.  

Dukungan bagi perempuan untuk terlibat dalam 
penyuluhan dan ketersediaan data terpilah gender  

Berdasarkan temuan kajian-kajian 
sebelumnya, maka setiap lembaga perlu 
memberikan dukungan agar kaum perempuan lebih 
dilibatkan dalam penyuluhan pertanian serta 
membiasakan untuk membuat data terpilah gender 
(terpisah antara laki-laki dan perempuan). 

 

 

 

Gambar 1  Kemudahan mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan 

Sumber: diolah dari data primer 
Keterangan:  SM: sangat mudah       M: mudah         KM: kurang mudah     TM: tidak muda
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Tabel 2  Himbauan melibatkan perempuan dalam penyuluhan serta membuat data terpilah gender

Jenis himbauan 

Responden Laki-Laki Responden Perempuan 

ST T KT TT ST T KT TT 

Melibatkan perempuan 
dalam kegiatan penyuluhan 

- - 43.3 10 - - 
- 6.7 

Membuat data terpilah 
gender 

- - 30 23.3 - - 
13,3 33.3 

Sumber: diolah dari data primer 

Keterangan: ST: sangat tinggi   T: tinggi    KT: kurang tinggi   TT: tidak tinggi

Dalam kenyataannya, hal tersebut masih 
jarang dilakukan sebagaimana disebutkan oleh 
mayoritas responden (baik laki-laki maupun 
perempuan). Demikian halnya dengan pewajiban 
untuk membuat data terpilah gender, hampir separuh 
responden (baik laki-laki maupun perempuan) juga 
menyebutkan  belum diterapkan secara maksimal 
(Tabel 2). 

Rekomendasi 

Direkomendasikan agar Dinas Pertanian 

Kabupaten Bogor: 

1. Mempertajam materi penyuluhannya dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan 

kemanfaatan khususnya bagi petani perempuan. 

2. Lebih memberikan kesempatan bagi  penyuluh 

perempuan untuk  mengikuti program-program 

pelatihan dan pendidikan lanjutan. Hal ini 

bertujuan agar kesenjangan gender di antara 

penyuluh laki-laki dan perempuan semakin 

mengecil.  

3. Mewajibkan semua penyuluh dan staf dari bidang 

lainnya (baik laki-laki maupun perempuan) untuk 

terbiasa membuat pendataan yang terpilah 

gender, di samping data total. Dengan data 

terpilah gender ini akan dapat diketahui 

permasalahan penyuluh maupun petani secara 

keseluruhan, serta permasalahan spesifik dari 

masing-masing gender. Dengan data terpilah 

gender ini, maka rencana kebijakan, program dan 

kegiatan harus dirancang sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan masing-masing 

gender. 

 

Kesimpulan 

Dengan mengkaji empat aspek 

responsivitas gender di atas dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan penyuluhan pertanian yang 

dilaksanakan saat ini masih belum responsif 

gender. Hal ini dikhawatirkan akan 

menyebabkan tidak optimalnya kinerja penyuluh 

dan petani perempuan yang pada akhirnya dapat 

menurunkan produktivitas pertanian di 

Kabupaten Bogor. Untuk itulah, agar tingkat 

kesejahteraan petani (laki-laki dan perempuan) 

dapat meningkat, maka rekomendasi yang 

diusulkan penelitian ini perlu diperhatikan.  
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